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Abstract

This study aims to analyze contractual justice in standard digital agreements on the Shopee platform,
particularly regarding unilateral clauses, auto-renewal systems, and informed consent standards from
a consumer protection perspective. This research employed a field research method using a qualitative
and empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and
documentation involving students of IAIN Parepare as active Shopee users. The findings indicate that
Shopee’s digital standard agreements are still dominated by unilateral clauses that provide greater
authority to business actors than consumers. In addition, the auto-renewal system in several services is
not fully understood by users, potentially causing losses due to the lack of transparency in information
delivery. The study also found that most users do not read or fully understand the terms and conditions
before agreeing to use the service, indicating that the principle of informed consent has not been
optimally implemented. Therefore, Shopee’s digital standard agreements have not fully reflected the
principles of contractual justice and consumer protection. This study is expected to provide
recommendations for business actors, consumers, and regulators in improving transparency and
consumer protection in the digital era.

Keywords: Contractual Justice, Digital Standard Agreement, Shopee, Consumer Protection, Informed
Consent.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan kontraktual dalam perjanjian baku digital pada
platform Shopee, khususnya terkait klausula sepihak, auto-renewal, dan standar informed consent
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dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan
(field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap mahasiswa IAIN Parepare sebagai
pengguna aktif Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku digital Shopee masih
didominasi oleh klausula sepihak yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pelaku usaha
dibandingkan konsumen. Selain itu, sistem auto-renewal pada beberapa layanan belum sepenuhnya
dipahami oleh pengguna sehingga berpotensi menimbulkan kerugian akibat kurangnya transparansi
informasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar pengguna tidak membaca atau
memahami syarat dan ketentuan sebelum menyetujui penggunaan layanan, sehingga prinsip
informed consent belum terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, perjanjian baku digital Shopee
belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha, konsumen, dan regulator dalam
meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen di era digital.

Kata Kunci: Keadilan Kontraktual, Perjanjian Baku Digital, Shopee, Perlindungan Konsumen,
Informed Consent.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan pesatnya pertumbuhan e-commerce di
Indonesia telah mengubah pola transaksi masyarakat menjadi serba daring,
khususnya melalui platform seperti Shopee yang menawarkan kemudahan,
kecepatan, dan efisiensi dalam aktivitas jual beli. Namun, di balik kemudahan
tersebut, muncul persoalan hukum baru berupa penggunaan perjanjian baku digital
(click-wrap agreement) yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa
memberikan ruang negosiasi kepada konsumen. Fenomena ini menjadi semakin
relevan karena sebagian besar pengguna cenderung langsung menyetujui syarat
dan ketentuan tanpa membaca atau memahami isi perjanjian secara menyeluruh,
sehingga menimbulkan potensi ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam
hubungan kontraktual. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, klausula
sepihak, sistem auto-renewal, dan lemahnya standar informed consent masih
menjadi persoalan utama dalam perlindungan konsumen digital di Indonesia
(Hapsari & Lie, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan hukum yang optimal
terhadap konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam praktik transaksi digital pada platform Shopee, konsumen diwajibkan
menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak platform
sebelum dapat menggunakan layanan. Perjanjian tersebut bersifat “take it or leave
it,” di mana pengguna tidak memiliki posisi tawar untuk menolak atau mengubah isi
klausula yang dianggap merugikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan
kontraktual karena pelaku usaha berada pada posisi dominan dibandingkan
konsumen. Menurut Seran, Wijaya, dan Nugraha (2025), klausula baku dalam
layanan digital sering kali memuat pembatasan tanggung jawab pelaku usaha serta
hak untuk mengubah ketentuan secara sepihak, yang berpotensi bertentangan
dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu,
keberadaan klausula sepihak dalam kontrak elektronik menjadi isu penting yang
perlu dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif hukum perlindungan
konsumen.

Selain klausula sepihak, praktik auto-renewal atau sistem layanan otomatis
juga menjadi persoalan yang semakin sering dialami oleh pengguna platform digital.
Sistem ini memungkinkan terjadinya pemotongan saldo atau perpanjangan layanan
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secara otomatis tanpa tindakan langsung dari pengguna pada saat tertentu. Dalam
konteks Shopee, fitur seperti ShopeePay dan PayLater berpotensi menimbulkan
kerugian apabila pengguna tidak memahami mekanisme layanan yang berjalan
secara otomatis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna
mengalami pemotongan saldo tanpa memahami penyebabnya karena kurangnya
transparansi informasi terkait sistem pembayaran otomatis (Sugianingsih & Yoga,
2025). Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan informasi
antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga prinsip transparansi dalam
perlindungan konsumen belum terpenuhi secara optimal.

Persoalan lainnya terletak pada penerapan prinsip informed consent dalam
kontrak elektronik. Secara teoritis, informed consent mengharuskan adanya
persetujuan yang diberikan berdasarkan pemahaman yang cukup terhadap isi dan
konsekuensi hukum suatu perjanjian. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar
pengguna aplikasi digital tidak membaca syarat dan ketentuan karena panjangnya
dokumen serta kompleksitas bahasa hukum yang digunakan. Akibatnya,
persetujuan yang diberikan hanya bersifat formalitas untuk mengakses layanan,
bukan persetujuan yang didasarkan pada pemahaman substansial. Rahman (2021)
menjelaskan bahwa lemahnya informed consent dalam kontrak elektronik dapat
menyebabkan konsumen berada pada posisi rentan terhadap kerugian akibat
kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka dalam transaksi
digital.

Fenomena ketidakseimbangan kontraktual dalam transaksi digital
menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan implementasi di
lapangan. Secara normatif, perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, berbagai
penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu
memberikan perlindungan efektif terhadap praktik klausula baku digital yang
merugikan konsumen (Prasetyo, Saidin, & Kamello, 2024). Kesenjangan ini
memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum belum diikuti dengan
implementasi yang mampu menciptakan keseimbangan hubungan antara pelaku
usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik.

Di tingkat lokal, persoalan serupa juga ditemukan pada mahasiswa IAIN
Parepare sebagai pengguna aktif platform Shopee. Berdasarkan observasi awal,
sebagian besar mahasiswa mengaku tidak membaca syarat dan ketentuan sebelum
menggunakan layanan Shopee serta tidak memahami isi perjanjian yang mereka
setujui. Selain itu, beberapa pengguna juga pernah mengalami kendala seperti
pemotongan saldo otomatis, kesulitan melakukan komplain, dan ketidakjelasan
sistem layanan digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi
hukum digital di kalangan pengguna turut memperburuk posisi konsumen dalam
hubungan kontraktual dengan platform e-commerce. Oleh sebab itu, kajian
mengenai perlindungan konsumen dalam konteks lokal menjadi penting untuk
melihat bagaimana praktik perjanjian baku digital diterapkan secara nyata di
masyarakat.

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas klausula baku dan
perlindungan konsumen dari perspektif normatif tanpa mengkaji secara spesifik
pengalaman empiris pengguna dalam transaksi digital. Sebagian besar penelitian
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hanya berfokus pada aspek legalitas kontrak elektronik, larangan klausula baku, dan
efektivitas regulasi perlindungan konsumen secara umum. Sementara itu, penelitian
yang secara khusus mengkaji klausula sepihak, auto-renewal, dan informed consent
secara bersamaan dalam konteks penggunaan Shopee di kalangan mahasiswa masih
relatif terbatas. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting bagi
dilakukannya studi ini sebagai upaya untuk menghubungkan analisis normatif
dengan kondisi empiris pengguna di lapangan (Ramadanti & Darman, 2026).

Penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum,
khususnya di bidang hukum perjanjian dan perlindungan konsumen digital. Secara
teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai keadilan
kontraktual dalam kontrak elektronik serta memberikan pemahaman baru tentang
hubungan antara klausula sepihak, auto-renewal, dan informed consent dalam
transaksi e-commerce. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi
akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan konsumen
dalam era transformasi digital. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan
empiris, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif
dibandingkan penelitian sebelumnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
berbagai pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah. Bagi konsumen,
penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya memahami
isi perjanjian digital sebelum menyetujui suatu layanan. Bagi pelaku usaha seperti
Shopee, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun
perjanjian digital yang lebih transparan, adil, dan mudah dipahami oleh pengguna.
Sementara itu, bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk
meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
penerapan keadilan kontraktual dalam perjanjian baku digital pada platform
Shopee, khususnya terkait klausula sepihak, auto-renewal, dan standar informed
consent dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini juga bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana pengguna memahami isi perjanjian digital yang
disetujui serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum konsumen.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis
dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen digital serta kontribusi
praktis dalam menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil dan transparan di
era ekonomi digital.
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Gambar 1. Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan
yuridis empiris. Penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini berfokus pada
fenomena hukum yang terjadi secara langsung di masyarakat, khususnya terkait
penerapan perjanjian baku digital pada platform Shopee serta implikasinya
terhadap perlindungan konsumen di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam
melalui data non-numerik berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana
hukum yang berkaitan dengan perjanjian baku, perlindungan konsumen, dan
kontrak elektronik diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini
dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan fokus pada lingkungan
Kampus IAIN Parepare, mahasiswa pengguna aktif Shopee, serta masyarakat
pengguna layanan digital Shopee. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada
tingginya penggunaan platform Shopee di kalangan mahasiswa serta adanya
indikasi permasalahan terkait pemahaman terhadap klausula baku digital. Adapun
waktu penelitian direncanakan berlangsung selama dua minggu, mulai tanggal 6
April sampai 20 April 2026, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data,
analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji keadilan kontraktual dalam
perjanjian baku digital pada platform Shopee serta implikasinya terhadap
perlindungan konsumen di kalangan mahasiswa IAIN Parepare. Fokus penelitian
meliputi bentuk klausula sepihak dalam perjanjian Shopee, praktik auto-renewal
atau mekanisme layanan otomatis yang berpotensi merugikan konsumen, tingkat
pemahaman mahasiswa terhadap informed consent, implikasi hukum terhadap
perlindungan konsumen, serta model perlindungan konsumen yang ideal dalam
perjanjian digital. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan
mahasiswa IAIN Parepare sebagai pengguna Shopee, pengguna Shopee yang pernah
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mengalami permasalahan, serta pihak-pihak yang memahami penggunaan layanan
digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE), buku hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, jurnal ilmiah
tahun 2020-2025, dokumen syarat dan ketentuan Shopee, berita dan laporan kasus
terkait Shopee, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik
penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati penggunaan
aplikasi Shopee oleh mahasiswa, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam
kepada responden terkait pengalaman mereka dalam menggunakan layanan
Shopee. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan syarat dan ketentuan
Shopee, screenshot keluhan pengguna, serta data pendukung lainnya. Data yang
telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan transkripsi wawancara,
pengorganisasian data, koding berdasarkan tema, dan klasifikasi data sesuai fokus
penelitian. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan uji
keabsahan data berupa credibility, transferability, dependability, dan confirmability
dengan teknik triangulasi sumber serta triangulasi teknik. Selanjutnya, teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman
yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan
kesimpulan. Melalui teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran yang mendalam mengenai penerapan Kkeadilan kontraktual dalam
perjanjian baku digital Shopee serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen
di kalangan mahasiswa IAIN Parepare.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perjanjian Baku Digital pada Platform Shopee serta Tingkat Pemahaman
Mahasiswa terhadap Klausula Sepihak, Auto-Renewal, dan Informed Consent
1.1. Bentuk Perjanjian Baku Digital pada Platform Shopee

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian yang digunakan dalam platform
Shopee merupakan perjanjian baku digital (standard contract) yang disusun secara
sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk kontrak elektronik (click-wrap
agreement). Dalam perjanjian ini, pengguna diwajibkan untuk menyetujui seluruh
syarat dan ketentuan sebelum dapat menggunakan layanan yang tersedia.

Secara khusus, bentuk perjanjian baku digital pada Shopee dalam penelitian
ini dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu klausula sepihak, auto-renewal,
dan informed consent, yang merupakan indikator penting dalam menilai keadilan
kontraktual dalam transaksi digital.

a. Klausula Sepihak

Klausula sepihak merupakan ketentuan dalam perjanjian yang disusun
secara dominan oleh salah satu pihak, yaitu pelaku usaha, tanpa memberikan
ruang negosiasi kepada konsumen . Dalam konteks Shopee, klausula sepihak
terlihat dari adanya kewenangan platform untuk mengatur, mengubah, serta
membatasi layanan secara sepihak.

Dalam syarat dan ketentuan Shopee disebutkan bahwa pihak platform
memiliki hak untuk menolak akses pengguna, membatasi layanan, serta
menangguhkan akun apabila dianggap melanggar ketentuan yang berlaku.
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Ketentuan ini menunjukkan bahwa Shopee memiliki posisi dominan dalam
hubungan kontraktual, sementara pengguna hanya berada pada posisi
menerima.

Kondisi tersebut mencerminkan karakteristik perjanjian baku yang bersifat
“take it or leave it”, di mana konsumen tidak memiliki pilihan selain menyetujui
seluruh ketentuan apabila ingin menggunakan layanan. Hal ini berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan
konsumen.

1.4 Shopee berhak untuk mengubah, memodifikasi,
menangguhkan, atau menghentikan semua atau sebagian
dari Situs ini atau Layanan kapan saja atau setelah
pemberitahuan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum
setempat. Shopee dapat merilis Layanan tertentu atau
fitur-fiturnya dalam versi beta, yang mungkin tidak
berfungsi dengan benar atau dengan cara yang sama
seperti versi akhir, dan kami tidak akan bertanggung jawab
dalam kasus tersebut. Shopee juga dapat memberlakukan
batasan pada fitur-fitur tertentu atau membatasi akses
Anda ke bagian-bagian, atau seluruh, Situs atau Layanan
atas kebijakannya sendiri dan tanpa pemberitahuan atau
tanggung jawab.

1.5 Shopee berhak menolak untuk memberi Anda akses
ke Situs atau Layanan atau mengizinkan Anda untuk
membuka Akun dengan alasan apa pun.

Gambar 1 Syarat dan Ketentuan Shoope

Dalam ketentuan Shopee disebutkan bahwa pihak platform memiliki
kewenangan untuk menolak akses, membatasi layanan, atau menangguhkan
akun pengguna. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya klausula sepihak yang
memberikan kewenangan lebih besar kepada pelaku usaha dibandingkan
konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam
hubungan kontraktual.

Klausula sepihak ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam
keadilan kontraktual, karena memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
pelaku usaha dibandingkan konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen,
klausula yang merugikan konsumen dapat dinyatakan tidak sah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Auto-Renewal (Sistem Berjalan Otomatis)

Auto-renewal merupakan mekanisme dalam layanan digital yang
memungkinkan sistem berjalan secara otomatis, termasuk dalam hal
pembayaran atau perpanjangan layanan tanpa tindakan langsung dari pengguna
pada saat itu.

Dalam platform Shopee, sistem auto-renewal dapat ditemukan pada fitur
pembayaran seperti ShopeePay dan PayLater. Sistem ini memungkinkan
terjadinya pemotongan saldo secara otomatis apabila terdapat layanan yang
aktif, seperti pembayaran berlangganan atau kewajiban cicilan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengguna tidak selalu
memahami mekanisme sistem ini, sehingga dalam beberapa kasus terjadi
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pemotongan saldo tanpa disadari secara penuh oleh pengguna. Hal ini
menunjukkan adanya keterbatasan informasi yang diberikan kepada konsumen
terkait sistem yang berjalan secara otomatis.

4 Apr 2023
Poster Asli

Saldo saya di apk shopee
selalu terpotong otomatis
tiap bulan untuk
membayar googleplay

n Pembayaran ShopeePay Gagal

Tolong batuannya untuk pengembalian dana
saya ke aplikasi shopee karna ini sudah
mengganggu sy.. saldo selalu tepotong
otomatis tiap bulanTolong bantuannya untuk
mengembalikan dana shopeepay saya krna ini
sudah mengganggu sy tiap bulanannya.. saldo
sy terpotong otomatis untuk bayar googleplay
padahal sy tdk membelu apapun di apk
googleplay

Detail

Pembelian dan Pembayaran Google Play, Android,
Perbaiki masalah

3 Dikunci

() Pertanyaan ini dikunci dan kolom
balasan telah dinonaktifkan.

Saya memiliki pertanyaan yang sama (49)

Berlangganan

Gambar 2 Review Pelanggang Shoope

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan saldo otomatis
dapat terjadi karena adanya layanan berlangganan yang aktif tanpa disadari
sepenuhnya oleh pengguna.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang terhubung
dengan layanan digital lain, seperti Google Play, berpotensi menimbulkan
pemotongan saldo secara berulang apabila pengguna tidak memahami
mekanisme perpanjangan otomatis yang berlaku.

Hal ini selaras dengan keterangan responden Nayla yang menyatakan
bahwa dirinya pernah mengalami pemotongan saldo secara otomatis tanpa
melakukan transaksi secara langsung pada saat itu, dan kemudian mengetahui
bahwa hal tersebut terjadi karena adanya fitur atau layanan yang aktif secara
otomatis.

Secara hukum, sistem auto-renewal tidak dilarang, namun harus disertai
dengan transparansi informasi yang jelas kepada pengguna. Apabila pengguna
tidak memahami sistem tersebut, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai
praktik yang berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip
perlindungan konsumen.
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c. Informed Consent (Persetujuan Berdasarkan Pemahaman)

Informed consent merupakan prinsip yang menekankan bahwa
persetujuan dalam suatu perjanjian harus diberikan berdasarkan pemahaman
yang cukup terhadap isi dan konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Dalam praktik perjanjian digital pada Shopee, persetujuan diberikan
melalui mekanisme click-wrap agreement, di mana pengguna dianggap telah
menyetujui seluruh ketentuan hanya dengan menggunakan layanan. Namun,
dalam kenyataannya, sebagian besar pengguna tidak membaca atau memahami
isi perjanjian secara menyeluruh.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain panjangnya isi
perjanjian, penggunaan bahasa hukum yang kompleks, serta kebiasaan pengguna
yang langsung menyetujui tanpa membaca. Akibatnya, persetujuan yang
diberikan oleh pengguna tidak mencerminkan pemahaman yang sebenarnya.

r

y
Selesai help.shopee.com.my (¢}

Pusat Bantuan > Kebijakan > Kebijakan Shopee > Ketentu

DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEE ATAU
MEMBUKA AKUN, ANDA MEMBERIKAN PENERIMAAN
DAN PERSETUJUAN YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN
TERHADAP KETENTUAN PERJANJIAN INI, TERMASUK
SYARAT DAN KETENTUAN DAN  KEBIJAKAN
TAMBAHAN YANG DIRUJUK DI SINI, DI PUSAT
PENDIDIKAN PENJUAL KAMI, PUSAT BANTUAN
DAN/ATAU TERTAUT KE SINI.

JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN KETENTUAN INI,
JANGAN GUNAKAN LAYANAN KAMI ATAU AKSES
SITUS. JIKA ANDA BERUSIA DI BAWAH 18 TAHUN
ATAU USIA LEGAL UNTUK MEMBERIKAN
PERSETUJUAN DI BAWAH INI SESUAI DENGAN
HUKUM YANG BERLAKU DI NEGARA ANDA ("USIA
LEGAL"), ANDA HARUS MENDAPATKAN IZIN DARI
ORANG TUA ATAU WALI SAH UNTUK MEMBUKA AKUN
DAN ORANG TUA ATAU WALI SAH TERSEBUT HARUS
MENYETUJUI KETENTUAN PERJANJIAN INIL.  JIKA
ANDA TIDAK TAHU APAKAH ANDA TELAH MENCAPAI
USIA LEGAL, ATAU TIDAK MEMAHAMI BAGIAN INI,
MOHON JANGAN MEMBUAT AKUN SAMPAI ANDA
MEMINTA BANTUAN ORANG TUA ATAU WALI SAH
ANDA. JIKA ANDA ADALAH ORANG TUA ATAU WALI
SAH DARI ANAK DI BAWAH UMUR YANG MEMBUAT
AKUN, ANDA HARUS MENERIMA KETENTUAN
PERJANJIAN INI ATAS NAMA ANAK DI BAWAH UMUR
DAN ANDA AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS
SEMUA PENGGUNAAN AKUN ATAU LAYANAN
PERUSAHAAN MENGGUNAKAN AKUN TERSEBUT,
APAKAH AKIIN TFRSFRIIT SAAT INI TEFRRIIKA ATALI

Gambar 3 Syarat dan Ketentuan Shoope

Berdasarkan syarat dan ketentuan Shopee, pengguna dianggap telah
menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku dengan menggunakan layanan yang
tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan pengguna diberikan secara formal
melalui penggunaan layanan, namun belum tentu disertai dengan pemahaman
yang memadai terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, ketentuan tersebut
dapat dianalisis dalam perspektif informed consent.

Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara persetujuan formal dan
pemahaman substansial. Dalam konteks hukum kontrak, hal ini dapat
menimbulkan persoalan terkait keabsahan persetujuan serta perlindungan
terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih lemah.
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1.2. Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Perjanjian Baku Digital Shopee

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa IAIN
Parepare sebagai pengguna aktif platform Shopee, diperoleh temuan bahwa tingkat
pemahaman terhadap perjanjian baku digital masih tergolong rendah dan belum
mencerminkan pemahaman hukum yang memadai.

Secara umum, responden mengakui bahwa mereka tidak membaca secara
menyeluruh syarat dan ketentuan (terms and conditions) sebelum menyetujui
penggunaan layanan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan perilaku
pengguna yang lebih mengutamakan kemudahan akses dibandingkan dengan
pemahaman terhadap isi perjanjian. Dalam praktiknya, persetujuan diberikan
secara langsung tanpa melalui proses pembacaan yang cermat, sehingga pengguna
tidak mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

Selain itu, responden juga menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam
perjanjian cenderung formal, panjang, dan kompleks, sehingga sulit dipahami oleh
pengguna awam. Kompleksitas bahasa hukum tersebut menjadi salah satu faktor
utama yang menyebabkan rendahnya minat pengguna untuk membaca perjanjian
secara keseluruhan. Akibatnya, informasi penting yang seharusnya diketahui oleh
pengguna justru terabaikan.

Dalam aspek klausula sepihak, responden menyatakan bahwa mereka tidak
memiliki pilihan selain menyetujui seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh
pihak Shopee. Tidak adanya ruang negosiasi dalam perjanjian tersebut
menunjukkan bahwa posisi pengguna berada pada kondisi yang lemah dalam
hubungan kontraktual. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran pengguna
terhadap potensi risiko yang dapat timbul dari ketentuan yang telah disepakati.

Selanjutnya, dalam aspek auto-renewal, ditemukan bahwa sebagian
responden tidak memahami secara jelas mekanisme sistem layanan yang berjalan
secara otomatis. Salah satu responden bahkan mengaku pernah mengalami
pemotongan saldo tanpa melakukan transaksi secara langsung pada saat itu.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna tidak sepenuhnya memahami
bagaimana sistem pembayaran atau layanan berlangganan bekerja dalam platform
Shopee.

Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme auto-renewal tersebut
menunjukkan adanya keterbatasan transparansi informasi yang diberikan oleh
pelaku usaha. Pengguna tidak memperoleh penjelasan yang cukup jelas dan
sederhana terkait konsekuensi dari aktivasi layanan tertentu, sehingga berpotensi
menimbulkan kerugian.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat pemahaman ini juga berkaitan erat dengan
aspek informed consent. Dalam teori hukum kontrak, persetujuan yang sah
seharusnya diberikan berdasarkan pemahaman yang cukup terhadap isi perjanjian.
Namun, dalam praktik perjanjian baku digital pada Shopee, persetujuan yang
diberikan oleh pengguna cenderung bersifat formalitas, yaitu hanya untuk
memenuhi syarat penggunaan layanan tanpa didasarkan pada pemahaman yang
utuh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip informed consent dalam
perjanjian baku digital Shopee belum terpenuhi secara optimal. Hal ini ditunjukkan
oleh:
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a. tidak dibacanya syarat dan ketentuan secara menyeluruh
b. rendahnya pemahaman terhadap isi perjanjian
c. ketidaktahuan terhadap sistem layanan otomatis
d. tidak adanya posisi tawar dalam menyetujui perjanjian
Tabel 1 Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap Perjanjian Baku Digital Shopee
No | Responden | Aspek Klausula Aspek Auto-Renewal | Aspek Informed Analisis Tingkat
Sepihak Consent Pemahaman
1 Hilda Menyatakan tidak Pernah mengalami Tidak membaca Menunjukkan
Bakri memiliki pilihan kerugian pada sistem | syaratdan pemahaman sangat
selain mengikuti PayLater meskipun ketentuan secara | rendah dan tidak
seluruh aturan transaksi dibatalkan | rinci sebelum adanya kesadaran
Shopee menyetujui hukum
2 Nayla Menyatakan tidak Mengalami Hanya membaca Menunjukkan
memiliki posisi pemotongan saldo sebagian dan pemahaman
tawar dalam otomatis tanpa tidak memahami rendah dan
menyetujui memahami keseluruhan isi kurangnya
perjanjian mekanismenya perjanjian transparansi
informasi
3 Ade Alya Menyatakan Tidak memahami Tidak membaca Menunjukkan
pengguna hanya secara jelas sistem secara pemahaman
dapat mengikuti layanan otomatis menyeluruh terbatas dan
ketentuan yang karena perjanjian | kesadaran hukum
telah dibuat oleh terlalu panjang yang rendah
platform

(Sumber: Data primer hasil wawancara responden)
2. Analisis Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Baku Digital Shopee
Ditinjau dari Klausula Sepihak, Auto-Renewal, dan Informed Consent

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perjanjian baku digital
pada platform Shopee perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah telah
memenuhi prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Analisis ini
dilakukan dengan mengacu pada tiga aspek utama, yaitu klausula sepihak, auto-
renewal, dan informed consent sebagai indikator penting dalam menilai
keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam teori keadilan kontraktual, suatu perjanjian dikatakan adil apabila
terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak serta tidak adanya
pihak yang dirugikan secara sepihak . Selain itu, dalam perspektif perlindungan
konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan
tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

2.1. Analisis dari Perspektif Klausula Sepihak

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian baku digital pada platform Shopee
mengandung klausula yang bersifat sepihak, di mana pelaku usaha memiliki
kewenangan dominan dalam menentukan isi perjanjian. Hal ini terlihat dari
ketentuan bahwa pengguna wajib menyetujui seluruh syarat dan ketentuan tanpa
adanya ruang negosiasi, serta adanya hak bagi Shopee untuk mengubah ketentuan
sewaktu-waktu.

Dari hasil wawancara, responden secara konsisten menyatakan bahwa
mereka tidak memiliki pilihan selain menyetujui seluruh ketentuan yang telah
ditetapkan oleh pihak Shopee. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan
kontraktual antara Shopee dan pengguna tidak berada dalam posisi yang seimbang.
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Dalam perspektif keadilan kontraktual, kondisi tersebut bertentangan dengan
prinsip keseimbangan (equilibrium), di mana setiap pihak seharusnya memiliki
posisi yang setara dalam menentukan isi perjanjian. Klausula sepihak yang
memberikan kewenangan dominan kepada pelaku usaha berpotensi merugikan
konsumen, terutama apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang
memadai.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, secara tegas disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausula baku yang merugikan konsumen. Dengan demikian, keberadaan klausula
sepihak dalam perjanjian Shopee menunjukkan bahwa prinsip perlindungan
konsumen belum sepenuhnya terpenuhi.

Tabel 2 Bukti Empiris dan Yuridis Klausula Sepihak

No | Indikator Klausula Temuan Lapangan | Dasar Hukum Analisis
Sepihak (Data Primer)
1 Tidak adanya ruang Responden UU No. 8 Menunjukkan
negosiasi menyatakan harus | Tahun 1999 perjanjian
menyetujui semua | Pasal 18 bersifat take it or
ketentuan untuk leave it sehingga
menggunakan tidak seimbang
Shopee
2 Dominasi pelaku usaha Pengguna tidak Prinsip Pelaku usaha
dapat mengubah keadilan memiliki posisi
isi perjanjian kontraktual dominan dalam
hubungan
kontraktual
3 Hak perubahan sepihak | Shopee dapat uu Berpotensi
mengubah aturan | Perlindungan merugikan
sewaktu-waktu Konsumen konsumen karena
ketidakpastian
hukum
4 Pembatasan tanggung Komplain uu Hak konsumen
jawab pengguna tidak Perlindungan tidak terpenuhi
selalu Konsumen secara optimal
diselesaikan Pasal 4
5 Ketidakseimbangan Semua responden | Teori keadilan | Tidak ada
posisi tawar merasa tidak kontraktual keseimbangan
memiliki pilihan (equilibrium) antara hak dan
kewajiban

Tabel di atas menunjukkan bahwa klausula sepihak dalam perjanjian baku
digital Shopee tidak hanya terlihat dari sisi normatif, tetapi juga diperkuat oleh data
empiris dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Dari aspek empiris, seluruh responden menyatakan tidak memiliki posisi
tawar dalam menyetujui perjanjian, yang menunjukkan bahwa hubungan
kontraktual bersifat tidak seimbang.

Sementara itu, dari aspek yuridis, ketentuan dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen secara tegas melarang adanya klausula baku yang
merugikan konsumen. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya
ketentuan yang memberikan kewenangan dominan kepada pelaku usaha, seperti
hak untuk mengubah perjanjian secara sepihak.

Dengan demikian, tabel tersebut memperkuat bahwa klausula sepihak dalam
perjanjian Shopee belum sepenuhnya memenubhi prinsip keadilan kontraktual dan
perlindungan konsumen.

2.2. Analisis dari Perspektif Auto-Renewal
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Dalam aspek auto-renewal, hasil penelitian menunjukkan adanya sistem
layanan yang berjalan secara otomatis, khususnya dalam fitur pembayaran seperti
ShopeePay dan PayLater. Sistem ini memungkinkan terjadinya pemotongan saldo
atau kewajiban pembayaran tanpa adanya tindakan langsung dari pengguna pada
saat itu.

Berdasarkan data wawancara, ditemukan bahwa terdapat responden yang
mengalami pemotongan saldo secara otomatis tanpa memahami mekanisme yang
berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna tidak sepenuhnya memahami sistem
yang digunakan dalam platform Shopee.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban
untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan mudah dipahami terkait produk
atau layanan yang ditawarkan. Apabila sistem auto-renewal berjalan tanpa
pemahaman yang memadai dari pengguna, maka hal ini dapat menimbulkan
ketidakadilan dan berpotensi merugikan konsumen.

Dari sudut pandang keadilan kontraktual, sistem auto-renewal seharusnya
tidak menjadi masalah apabila disertai dengan transparansi dan persetujuan yang
jelas dari pengguna. Namun, dalam praktiknya, kurangnya pemahaman pengguna
terhadap sistem tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi
(information asymmetry) antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem auto-renewal
dalam Shopee belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan kontraktual, karena

belum didukung oleh transparansi informasi yang optimal.
Tabel 3 Bukti Empiris dan Yuridis Sistem Auto-Renewal

No | Indikator Auto-Renewal | Temuan Lapangan (Data | Dasar Analisis
Primer) Hukum /
Teori
1 Sistem berjalan otomatis | Responden menyatakan uu Menunjukkan
adanya pemotongan Perlindungan | sistem berjalan
saldo tanpa transaksi Konsumen tanpa kontrol
langsung Pasal 4 penuh dari
pengguna
2 Kurangnya pemahaman | Nayla mengalami Teori Pengguna tidak
pengguna pemotongan saldo perlindungan | memahami
otomatis tanpa konsumen risiko layanan
memahami mekanisme yang digunakan
3 Tidak adanya Responden menyatakan UU ITE Pasal | Informasi tidak
transparansi informasi tidak dijelaskan secara 18 disampaikan
rinci sistem pembayaran secara jelas dan
otomatis mudah
dipahami
4 Keterkaitan dengan Pemotongan saldo terjadi | Prinsip Pengguna tidak
layanan lain (auto aktif) | karena layanan yang transparansi | sadar layanan
aktif otomatis (misalnya aktif
PayLater/Google Play)
5 Ketidakseimbangan Pelaku usaha memahami | Teori Terjadi
informasi sistem, pengguna tidak information ketimpangan
asymmetry pengetahuan
antara pelaku
usaha dan
konsumen
6 Potensi kerugian Pengguna mengalami uu Konsumen
konsumen pemotongan saldo tanpa | Perlindungan | dirugikan
persetujuan aktif saatitu | Konsumen akibat
Pasal 7 kurangnya
informasi
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7 Persetujuan tidak Tidak ada konfirmasi Teori Persetujuan
eksplisit ulang saat sistem informed tidak
berjalan otomatis consent memenubhi
standar
kesadaran
penuh

Tabel di atas menunjukkan bahwa sistem auto-renewal dalam perjanjian baku
digital Shopee tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi hukum
terhadap perlindungan konsumen.

Dari aspek empiris, ditemukan bahwa pengguna mengalami pemotongan
saldo secara otomatis tanpa memahami mekanisme yang berlaku. Hal ini
menunjukkan bahwa pengguna tidak memiliki kontrol penuh terhadap sistem yang
berjalan dalam platform.

Selain itu, kurangnya transparansi informasi menyebabkan pengguna tidak
mengetahui bahwa layanan tertentu aktif secara otomatis, sehingga berpotensi
menimbulkan kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan
informasi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki
pengetahuan lebih dibandingkan pengguna.

Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip
perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi
yang jelas, benar, dan mudah dipahami.

Dengan demikian, tabel tersebut memperkuat bahwa sistem auto-renewal
dalam Shopee belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan kontraktual, karena
belum didukung oleh transparansi dan pemahaman pengguna yang memadai.

2.3. Analisis dari Perspektif Informed Consent

Aspek informed consent merupakan salah satu indikator utama dalam menilai
keadilan kontraktual, karena berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman
pengguna dalam memberikan persetujuan terhadap suatu perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar responden
tidak membaca secara menyeluruh syarat dan ketentuan sebelum menyetujui
penggunaan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh
pengguna tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai.

Dalam teori hukum kontrak, suatu persetujuan dianggap sah apabila diberikan
secara sadar dan berdasarkan pemahaman terhadap isi perjanjian. Namun, dalam
praktik perjanjian digital pada Shopee, persetujuan yang diberikan cenderung
bersifat formalitas, yaitu hanya untuk memenuhi syarat penggunaan layanan.

Kondisi ini diperparah oleh penggunaan bahasa hukum yang kompleks serta
panjangnya isi perjanjian, yang menyebabkan pengguna Kkesulitan dalam
memahami isi perjanjian secara keseluruhan. Akibatnya, prinsip informed consent
tidak terpenuhi secara optimal.

Dalam perspektif keadilan kontraktual, kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku
usaha memiliki pengetahuan yang lebih besar dibandingkan pengguna. Hal ini
berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual.
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Tabel 4 Bukti Empiris dan Yuridis Aspek Informed Consent

No | Indikator Informed
Consent

Temuan Lapangan (Data
Primer)

Dasar Hukum /
Teori

Analisis

1 Tidak membaca
syarat & ketentuan

Sebagian besar responden
mengaku langsung
menyetujui tanpa membaca

Teori informed
consent

Persetujuan tidak
didasarkan pada
pemahaman

2 Membaca tetapi
tidak memahami

Nayla hanya membaca
sebagian namun tidak
memahami isi perjanjian

Luthfi Rahman
(2021)

Menunjukkan rendahnya
kualitas persetujuan

aktif (informed)

pemahaman sebelum klik
setuju

3 Bahasa perjanjian Responden menyatakan Teori Hambatan utama
kompleks bahasa sulit dipahami transparansi pemahaman pengguna
informasi
4 Persetujuan bersifat | Pengguna menyetujui Teori kontrak Persetujuan tidak
formalitas hanya untuk bisa memakai | elektronik mencerminkan kesadaran
aplikasi hukum
5 Tidak memahami Pengguna tidak Teori Pengguna rentan dirugikan
konsekuensi mengetahui risiko seperti perlindungan
perjanjian auto-renewal konsumen
6 Tidak ada Tidak ada ringkasan atau UU Perlindungan | Informasi tidak
penjelasan penjelasan singkat dari Konsumen disampaikan secara efektif
sederhana Shopee
7 Ketimpangan Pelaku usaha memahami isi | Teori Terjadi ketidakseimbangan
informasi perjanjian, pengguna tidak | information pengetahuan
asymmetry
8 Persetujuan tidak Tidak ada verifikasi Syahrin (2020) Persetujuan hanya formal,

bukan substansial

Tabel di atas menunjukkan bahwa aspek informed consent dalam perjanjian
baku digital Shopee belum terpenuhi secara optimal, baik dari sisi empiris maupun
yuridis.

Dari data lapangan, sebagian besar responden mengakui bahwa mereka tidak
membaca atau tidak memahami isi perjanjian sebelum menyetujui penggunaan
layanan. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan oleh pengguna
tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai, melainkan hanya sebagai
formalitas untuk mengakses layanan.

Selain itu, kompleksitas bahasa dan panjangnya isi perjanjian menjadi faktor
utama yang menghambat pemahaman pengguna. Tidak adanya penyederhanaan
informasi atau penjelasan yang mudah dipahami semakin memperburuk kondisi
tersebut.

Dalam perspektif hukum, informed consent mensyaratkan adanya
persetujuan yang diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang cukup.
Namun, dalam praktiknya, mekanisme click-wrap agreement pada Shopee tidak
memastikan bahwa pengguna benar-benar memahami isi perjanjian sebelum
menyetujuinya.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan
informasi antara pelaku usaha dan konsumen, yang berpotensi menimbulkan
ketidakadilan dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perjanjian baku digital pada platform Shopee belum sepenuhnya memenubhi
prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

Hal ini ditunjukkan oleh:
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a. adanya klausula sepihak yang menempatkan pelaku usaha pada posisi

dominan

b. adanya sistem auto-renewal yang belum dipahami secara menyeluruh oleh
pengguna

c. rendahnya tingkat informed consent akibat kurangnya pemahaman
pengguna

Jika dikaitkan dengan teori keadilan kontraktual, kondisi ini menunjukkan
bahwa:
a. prinsip keseimbangan (equilibrium) belum tercapai
b. prinsip keadilan sebagai fairness belum terpenuhi
c. perlindungan terhadap pihak yang lemah (konsumen) masih belum optimal
Dengan demikian, perjanjian baku digital pada Shopee masih memerlukan
perbaikan, khususnya dalam hal transparansi informasi, keseimbangan hak dan
kewajiban, serta peningkatan pemahaman pengguna terhadap isi perjanjian.
3. Upaya dan Model untuk Meningkatkan Keadilan Kontraktual dan
Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Digital Shopee
3.1. Upaya Meningkatkan Keadilan Kontraktual
Berdasarkan hasil penelitian, upaya untuk meningkatkan keadilan kontraktual
dalam perjanjian baku digital Shopee dapat dipetakan ke dalam lima upaya utama,
yaitu: transparansi informasi, penyederhanaan bahasa perjanjian, perbaikan sistem
auto-renewal, penguatan mekanisme komplain, dan edukasi konsumen digital.
Kelima upaya ini dirumuskan karena masalah utama yang ditemukan dalam
penelitian adalah lemahnya posisi tawar konsumen, kurangnya pemahaman
terhadap isi perjanjian, serta belum optimalnya perlindungan konsumen dalam
layanan digital .
a. peningkatan transparansi informasi.

Transparansi menjadi unsur penting karena konsumen hanya dapat
membuat keputusan secara sadar apabila informasi yang diterima benar, jelas,
dan mudah dipahami. Dalam konteks Shopee, informasi mengenai syarat dan
ketentuan, biaya layanan, sistem PayLater, ShopeePay, auto-renewal, serta risiko
pemotongan saldo perlu disampaikan secara lebih terbuka.

Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha
wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
Dalam transaksi digital, persoalan perlindungan konsumen semakin kompleks
karena konsumen sering berada pada posisi tawar yang lemah dalam kontrak
elektronik.

b. penyederhanaan bahasa perjanjian atau plain language contract.

Perjanjian baku digital sering menggunakan bahasa hukum yang panjang
dan sulit dipahami. Akibatnya, pengguna cenderung langsung menyetujui syarat
dan ketentuan tanpa membaca secara menyeluruh. Oleh karena itu, Shopee perlu
menyediakan ringkasan perjanjian yang sederhana, misalnya bagian “hal penting
yang harus diketahui pengguna” sebelum pengguna menekan tombol setuju.

Penyederhanaan bahasa ini penting agar persetujuan pengguna tidak hanya
formal, tetapi benar-benar didasarkan pada pemahaman. Kajian tentang digital
contracts juga menunjukkan bahwa kontrak digital yang tidak dinegosiasikan,
seperti wrap contracts, menjadi perhatian penting dalam praktik hukum modern.
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c. perbaikan sistem auto-renewal.

Dalam layanan digital, sistem otomatis tidak selalu salah, tetapi harus
disertai persetujuan yang jelas dan transparansi yang memadai. Pada Shopee,
sistem yang berkaitan dengan pembayaran otomatis, layanan aktif, atau
pemotongan saldo perlu diberi mekanisme kontrol yang lebih kuat.

Bentuk perbaikannya dapat berupa pemberitahuan sebelum pemotongan
saldo, persetujuan ulang (re-consent), tombol pembatalan layanan yang mudah
ditemukan, dan penjelasan sederhana mengenai alasan pemotongan. Penelitian
tentang langganan otomatis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas,
dan perlindungan konsumen dalam praktik automatic renewal.

d. penguatan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

Perlindungan konsumen tidak cukup hanya diberikan pada saat pengguna
menyetujui perjanjian, tetapi juga harus hadir ketika terjadi masalah. Dalam
penelitian ini, responden menunjukkan bahwa proses komplain belum selalu
efektif, terutama dalam kasus barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman,
dan komplain yang tidak terselesaikan.

Oleh karena itu, Shopee perlu menyediakan sistem pengaduan yang lebih
cepat, transparan, konsisten, serta memberikan alasan yang jelas atas setiap
keputusan penyelesaian sengketa. UNCTAD menekankan bahwa perlindungan
konsumen di pasar digital perlu mencakup informasi, edukasi, penyelesaian
sengketa, tanggung jawab platform, dan penegakan hukum.

e. edukasi konsumen digital.

Rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap perjanjian baku digital tidak
hanya disebabkan oleh platform, tetapi juga karena kebiasaan pengguna yang
langsung menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca.

Oleh karena itu, edukasi konsumen perlu ditingkatkan melalui literasi
hukum digital, penyuluhan tentang hak konsumen, serta pemahaman mengenai
akibat hukum dari menekan tombol “setuju”. Edukasi ini penting agar konsumen
tidak hanya menjadi pihak yang pasif menerima ketentuan, tetapi juga mampu
memahami hak, kewajiban, dan risiko dalam transaksi digital.

Tabel 5 Pemetaan Upaya Meningkatkan Keadilan Kontraktual

No | Upaya Masalah yang Bentuk Penerapan | Bukti/Data Tujuan
Ditemukan Pendukung
1 Transparansi Pengguna tidak | Menampilkan Hasil penelitian Mengurangi
informasi memahami informasi biaya, menunjukkan ketimpangan
informasi risiko, PayLater, pengguna kurang informasi antara
penting dalam ShopeePay, dan memahami isi Shopee dan
perjanjian auto-renewal perjanjian pengguna
digital secara jelas
2 Penyederhanaan | Bahasa Membuat Responden tidak Memenuhi
bahasa perjanjian | perjanjian ringkasan syarat membaca atau prinsip informed
panjang, formal, | dan ketentuan tidak memahami consent
dan sulit dengan bahasa perjanjian secara
dipahami sederhana utuh
3 Perbaikan sistem | Pengguna tidak | Notifikasi sebelum | Ditemukan Memberikan
auto-renewal memahami pemotongan saldo, | masalah kontrol  kepada
mekanisme persetujuan ulang, | pemotongan saldo | konsumen
layanan dan tombol otomatis dan
otomatis pembatalan kurangnya
layanan pemahaman
pengguna
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4 Penguatan Komplain tidak | Sistem pengaduan | Data penelitian Menjamin
mekanisme selalu cepat, transparan, | menunjukkan penyelesaian
komplain diselesaikan dan konsisten perlindungan sengketa yang

secara efektif konsumen belum adil
optimal

5 Edukasi Pengguna Literasi hukum Hasil wawancara Meningkatkan
konsumen digital | langsung digital dan edukasi | menunjukkan kesadaran hukum

menyetujui hak konsumen rendahnya pengguna
tanpa membaca kesadaran

membaca

perjanjian

3.2. Model Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Baku Digital
Selain upaya praktis, penelitian ini juga merumuskan lima model keadilan
kontraktual yang dapat digunakan sebagai kerangka ideal dalam memperbaiki
perjanjian baku digital Shopee. Model ini terdiri atas: contractual equilibrium,
digital transparency, informed consent ideal, consumer control model, dan fairness-

based protection.

a. Contractual equilibrium atau keseimbangan kontraktual.

Model ini menekankan bahwa perjanjian digital harus memuat
keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam
konteks Shopee, perjanjian tidak boleh hanya memberi kewenangan dominan
kepada platform, tetapi juga harus menjamin hak pengguna, seperti hak atas
informasi, hak komplain, hak pengembalian dana, dan hak atas penyelesaian
sengketa yang adil.

b. Digital transparency.

Model ini menempatkan keterbukaan informasi sebagai dasar utama
keadilan kontraktual. Dalam transaksi digital, konsumen sering tidak membaca
atau tidak memahami keseluruhan kontrak karena perjanjian disajikan secara
panjang dan kompleks. Karena itu, platform harus menyajikan informasi penting
dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses. Tanpa transparansi,
persetujuan konsumen berisiko menjadi persetujuan yang semu.
c¢. Informed consent ideal.

Model ini menegaskan bahwa persetujuan pengguna harus diberikan
berdasarkan pemahaman yang cukup, bukan sekadar klik tombol “setuju”.
Penelitian terbaru tentang consent dalam transaksi platform digital Indonesia
menunjukkan bahwa persetujuan digital sering terjadi tanpa pemahaman yang
memadai, tanpa pilihan yang sungguh bebas, dan tanpa posisi tawar yang nyata.
d. Consumer control model

Model ini menekankan pentingnya kontrol konsumen terhadap layanan
otomatis. Dalam konteks auto-renewal, pengguna harus dapat mengetahui
layanan apa yang aktif, kapan saldo akan terpotong, berapa jumlahnya, dan
bagaimana cara menghentikannya. Model ini penting karena tanpa kontrol
konsumen, layanan otomatis dapat menimbulkan kerugian yang tidak disadari.
e. fairness-based protection

Model ini berangkat dari gagasan bahwa konsumen merupakan pihak yang
lebih lemah dalam perjanjian baku digital. Karena itu, sistem perjanjian harus
dirancang untuk memberi perlindungan lebih kepada konsumen. Dalam konteks
keadilan kontraktual, perjanjian tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga
harus adil secara substansial.
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Tabel 6 Pemetaan Model Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Digital Shopee

No | Model Makna Model Bentuk Penerapan Dasar Masalah Tujuan
pada Shopee
1 Contractual Keseimbangan hak Membatasi klausula | Klausula sepihak | Mencegah
Equilibrium dan kewajiban yang terlalu membuat posisi dominasi  pelaku
antara Shopee dan dominan dan pengguna lemah | usaha
pengguna memperkuat hak
konsumen
2 Digital Informasi digital Ringkasan informasi | Pengguna tidak Mengurangi
Transparency harus jelas, terbuka, | biaya, risiko, auto-~ memahami isi ketimpangan
dan mudah renewal, PayLater, perjanjian informasi
dipahami dan ShopeePay
3 Informed Persetujuan harus Konfirmasi Pengguna sering | Menjadikan
Consent Ideal berdasarkan pemahaman langsung klik persetujuan  lebih
pemahaman yang sebelum pengguna setuju sadar dan  sah
cukup menyetujui secara substansial
perjanjian

4 Consumer

Konsumen memiliki

Notifikasi, re-

Auto-renewal

Mencegah kerugian

Control Model | kendali terhadap consent, dan tombol | dapat berjalan akibat pemotongan
layanan otomatis pembatalan layanan | tanpa dipahami otomatis
otomatis pengguna
5 Fairness-Based | Perlindungan lebih Sistem komplain Konsumen Mewujudkan

Protection bagi konsumen yang adil dan memiliki posisi keadilan substantif
sebagai pihak lemah | kebijakan yang tidak | tawar lebih
merugikan rendah
konsumen

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat ditegaskan bahwa upaya dan model
memiliki perbedaan fungsi. Upaya merupakan langkah praktis yang dapat dilakukan
untuk memperbaiki masalah yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu,
model merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bentuk ideal perjanjian
baku digital yang adil.

Dengan demikian, upaya seperti transparansi informasi, penyederhanaan
bahasa, perbaikan auto-renewal, penguatan komplain, dan edukasi konsumen
merupakan langkah konkret. Adapun model seperti contractual equilibrium, digital
transparency, informed consent ideal, consumer control, dan fairness-based
protection merupakan dasar konseptual agar perjanjian baku digital Shopee dapat
lebih mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian baku digital pada platform
Shopee belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dan
perlindungan konsumen. Hal ini terlihat dari adanya klausula sepihak yang
memberikan kewenangan dominan kepada pelaku usaha, praktik auto-renewal
yang belum transparan, serta rendahnya pemahaman pengguna terhadap isi
perjanjian dan mekanisme layanan digital. Sebagian besar pengguna hanya
menyetujui syarat dan ketentuan sebagai formalitas tanpa memahami konsekuensi
hukum yang ada, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara
pelaku usaha dan konsumen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih
terdapat kesenjangan antara regulasi perlindungan konsumen dengan praktik
transaksi digital di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Shopee meningkatkan
transparansi dan menyederhanakan bahasa dalam perjanjian digital agar lebih
mudah dipahami pengguna, khususnya terkait sistem auto-renewal dan layanan
otomatis lainnya. Konsumen juga diharapkan lebih meningkatkan kesadaran hukum
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dengan membaca dan memahami syarat penggunaan layanan sebelum
menyetujuinya. Selain itu, pemerintah dan regulator perlu memperkuat
pengawasan terhadap praktik perjanjian baku digital agar perlindungan konsumen
dapat berjalan lebih efektif. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat
mengembangkan kajian ini dengan cakupan yang lebih luas dan metode penelitian
yang lebih beragam.
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